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Abstract. The year 1999 has been marked as the reform era where the old law on regional autonomy has
been replaced with the new ones, i.e. Law Number 22 Year 1999 and Law Number 32 Year 2004. These
two new laws have promoted the emergence of new local governments throughout Indonesia, as a process
of amalgamation. Between 1999 and 2007 there were 173 new local governments emerged. The assumption
that amalgamation will bring more fund and development to the new region (local government) has been the
reason why this phenomenon emerged. The Municipality of Sambas is one of the examples. This study has been
conducted according to Government Regulation Number 129 Year 2007, to find out whether the Municipality
of Sambas was feasible to be amalgamated into three Municipalities. The result of the study shows that based
on the indicators stated in Government Regulation Number 129 Year 2007, the amalgamating is not feasible.
Keywords: decentralization, regional autonomy, local government

PENDAHULUAN
Pembentukan daerah otonom baru telah menjadi
catatan menarik sejak berlakunya Undang-Undang
(UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti
oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-undang tersebut adalah produk
hukum yang mengatur kehidupan pemerintahan
daerah di Indonesia. Dalam UU tersebut diatur perihal
pembentukan daerah otonom bersamaan dengan
pengaturan mengenai pemekaran, penghapusan,
dan penggabungan daerah serta mengatur pemilihan
langsung kepala daerah (Prasojo, 2005).
Pembentukan daerah otonom memiliki implikasi
yang tidak ringan bagi berbagai pihak, antara lain
masyarakat daerahnya, pemerintah daerah yang
membawahi wilayah tersebut, pemerintah pusat, semua
stakeholder pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan
satu pengaturan yang jelas.
Sesuai dengan asas desentralisasi bahwa
keterlibatan pemerintah dalam pembentukan daerah
otonom sangat menentukan walaupun harus dipadukan
dengan animo masyarakat terlebih dulu. Isu sentral
dari pembentukan daerah otonom ini sesungguhnya
terletak pada kelayakan satu daerah atau wilayah
menjadi daerah otonom.
Gambaran ini menunjukan bahwa sesungguhnya
otonomi merupakan satu hal yang memiliki logika.
Otonomi adalah satu hal yang harus dipersiapkan
sejak awal sehingga pemerintahan daerah yang
muncul kemudian benar-benar untuk masyarakat.
Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999,
*Korespondensi: +6221-78849087; roy.v09@ui.ac.id atau
roy-salomo@hotmail.com

pengaturan mengenai pembentukan daerah otonom
dioperasionalisasikan melalui Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan
Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan,
dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut sudah
dengan rinci diatur bagaimana satu daerah atau wilayah
dibentuk menjadi daerah otonom. Saat ini, PP tersebut
sudah direvisi dengan PP Nomor 78 Tahun 2007.
Aspek-aspek yang terkait dengan pemerintahan
daerah tidak saja tata organisasinya semata tetapi
menyangkut pula batas-batas yurisdiksi kerja
organisasi sebagai unsur utama penentu luas daerah
yang menjadi dasar bagi terciptanya catchment area
untuk mendukung kinerja pembangunan daerahnya,
di samping aspek-aspek penting lainnya. Baik UU
Nomor 32 Tahun 2004 maupun UU Nomor 22 Tahun
1999 semua mengatur tentang batas daerah otonom.
Dalam pasal 5 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun
1999 yang menyatakan: “Pembentukan nama, batas,
dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Undang-Undang.” Sementara itu,
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 terdapat dalam pasal
4,5, 6, 7, dan 8. Pembentukan daerah otonom dalam
teori pemerintahan daerah dijelaskan dalam konsep
amalgamasi (Leemans, 1970). Menurut Leemans, ada
tiga jenis amalgamasi: merger, aneksasi, dan redivisi
wilayah. Merger atau peleburan dapat terjadi di dalam
satu daerah otonom tanpa menimbulkan otonomi
baru dan dapat pula antar daerah otonom yang tentu
menghapuskan otonomi daerah lama menjadi satu
kesatuan daerah otonom baru. Aneksasi merupakan
peleburan sebagian dari wilayah pemerintahan kepada
wilayah pemerintahan lain. Aneksasi dapat pula
dari satu satuan dalam daerah otonom tertentu tanpa
melibatkan satuan dari daerah otonom lainnya dan
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dapat pula satuan wilayah antardaerah otonom. Merger
dan aneksasi dapat menimbulkan redivisi. Disebut
redivisi jika terjadi penambahan atau pengurangan
wilayah administratif di bawahnya. Jika terjadi dalam
lingkup provinsi, redivisi terjadi antarkabupaten dan
atau antarkota. Jika terjadi dalam lingkup kabupaten
atau kota, redivisi terjadi antarkecamatan.
Pola penentuan batas pemerintahan daerah di
Indonesia yang meliputi empat faktor, yaitu faktor
sosial dan fisik; faktor teknis yang meliputi aspek
sumberdaya manusia, keuangan, dan peralatan yang
dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan daerah;
faktor keinginan masyarakat untuk membentuk
pemerintahan daerah; dan faktor perkembangan
sejarah (Maryanov, 1958). Hoessein (1993) merujuk
pendapat Schnur (1969) yang diikuti oleh Leach
dkk. (1996) dan Smith (1985), sebagai catchment
area, yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan,
pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi, dan
kontrol, baik masyarakat maupun birokrasi. Beberapa
faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain fungsi
wilayah terhadap perekonomian daerah dan nasional
yang lebih khas sifatnya, sumber-sumber pajak yang
dapat digali secara potensial dan riil sehingga dapat
tercapai keseimbangan di antara berbagai wilayah/
daerah, efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap
masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan luas
optimal untuk itu, partisipasi yang dapat diraih secara
efektif dan pengawasan timbal balik antara warga dan
birokrasi daerah.
Dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 diatur secara
rinci sampai pada teknis operasional menilai, apakah
daerah atau wilayah layak menjadi daerah otonom
sehingga tidak timbul keragu-raguan. Dalam PP
Nomor 129 Tahun 2000 mengenai pembentukan daerah
otonom baru disebutkan tata cara atau mekanismenya
dan syarat-syarat pembentukannya.
Peraturan Pemerintah hanya mengatur pemekaran
dan pembentukan daerah, sedangkan penghapusan dan
penggabungan daerah tidak. Hal-hal yang prinsipil
dalam PP tersebut adalah menyangkut persyaratan
yang menyangkut indikator dan subindikator, teknik
penghitungan, metode penilaian, pembobotan, dan
kriteria lolos; prosedur; dan pembiayaan sementara
daerah baru. Kriteria pembentukan daerah dalam PP
disebutkan, terdiri dari kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk,
luas daerah, dan pertimbangan lain. Kriteria tersebut
kemudian dirinci kembali. Kriteria di atas diperoleh
dari data statistik atau monograf di daerah yang akan
dinilai.
Saat penelitian ini dilakukan, peraturan tersebut
sedang dalam proses perbaikan sejalan dengan
ditetapkannya UU Pemerintahan Daerah yang baru,
yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU
Nomor 22 Tahun 1999 tempat PP tersebut bernaung. UU
Nomor 32 Tahun 2004 sendiri, seperti tertulis di muka,

mengelompokkan kriteria yang terkait dengan proses
pembentukan daerah otonom baru dalam tiga kategori:
syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya
persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau
walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,
persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta
rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sedangkan syarat
administratif untuk kabupaten atau kota meliputi
adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan
bupati atau walikota yang bersangkutan, persetujuan
DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi
Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis meliputi faktor
yang menjadi dasar pembentukan daerah yang
mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial-budaya, sosial-politik, kependudukan, luas
daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Syarat fisik meliputi paling sedikit lima kabupaten atau
kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit
lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan
empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi
calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
Secara teoretis, aspek masyarakat tampak menjadi
penentu yang cukup strategis dalam pengembangan
pemekaran. Logikanya adalah bahwa desentralisasi memang merupakan otonomisasi masyarakat di
wilayah tertentu dalam sebuah negara. Dalam pembentukan daerah otonom, faktor masyarakat ditentukan
oleh level kohesinya. Kohesi masyarakat identik dengan pembentukan komunitas masyarakat dalam suatu
wilayah pemerintahan daerah,
“… In Europe, local government has been
historically cohesion derived from close
contact between inhabitants of towns and
villages, the religious and cultural aspects
of community life, and the social, commercial and economic characteristics of
towns” (Smith, 1985).
Kohesi adalah kekuatan untuk menjadi satu
kesatuan (tingkat kerekatan). Terminologi ini banyak
dipakai oleh ilmuwan eksakta untuk menilai suatu zat
dapat bersatu atau bercampur dengan zat lain dalam
satuan tertentu. Namun demikian, istilah ini juga
banyak digunakan oleh ahli-ahli sosial dan politik
untuk menggambarkan tingkat kesatuan dan persatuan
masyarakat (kohesi masyarakat). Secara umum kohesi
sosial merupakan kesatuan perilaku sebagai hasil
atau konsekuensi dari adanya ikatan-ikatan sosial,
daya tarik, atau kekuatan-kekuatan yang menyangkut
anggota suatu kelompok dalam interaksi selama
periode waktu tertentu. Jika tingkat kohesi sosial
tinggi, kelompok itu menjadi menarik bagi anggotanya,
para anggotanya mempunyai perasaan-perasaan positif
yang kuat, ingin bertahan dalam kelompok dan saling
menyukai satu sama lain (Theodorson, 1979).
Tingkat kohesi yang rendah memiliki dua tipologi
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Tabel 1. Tipologi Kohesi Masyarakat
TINGKAT KOHESI

ORIENTASI NILAI
EMOSIONAL atau KULTURAL

RASIONAL atau STRUKTURAL

1.

TINGGI

SENTIMENTIL

KONTRAKTUAL

2.

SEDANG

TRANSISI

TRANSISI

3.

RENDAH

RENTAN

KOOPERATIF

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2007

TINGKAT KOHESI
Tipe III
Hubungan berdasarkan saling
Mengeksploitasi (Mutually
Eksploitative)

Tipe I
Hubungan berdasarkan
saling tukar kebajikan
(Mutually Benevolent)

Tipe IV
Hubungan berdasarkan saling
Bermusuhan
(Mutually Hostile)

Tipe II
Hubungan berdasarkan saling
Mengindahkan Kepentingan
Pihak lain (Mutually Considerate)
ORIENTASI

Gambar 1. Tipologi Kohesi Masyarakat Rasional Struktural
Sumber: Burns, 1987

yaitu rentan, jika orientasinya emosional atau kultural.
Masyarakat seperti ini mudah sekali mengalami konflik
karena rendahnya kohesivitas didasarkan kultur atau
emosi; kooperatif, jika berdasarkan orientasi rasional
atau struktural serta masih terdapat perekat berupa
kerjasama.
Kerekatan sosial dapat dipilah-pilah berdasarkan
tipologinya atas empat jenis seperti tergambar dalam
gambar 1 (Burns, 1987). Masyarakat perkotaan selalu
diidentikan dengan masyarakat dengan pola pikir
cenderung rasional. Perkembangan masyarakat seperti
ini dapat beranjak dari perubahan-perubahan fisik,
penataan pusat-pusat kegiatan, dan bahkan organisasi
dan manajemen pemerintahannya. Perubahan tersebut
dapat bersifat dengan sendirinya (given) atau disengaja
melalui perencanaan dan upaya-upaya tertentu oleh
masyarakat atau oleh kelompok masyarakat atau oleh
pemerintahan kotanya.
Dengan demikian, dari serangkaian pendapat di
atas, kohesi masyarakat dapat diketahui melalui: pertama, budaya lokal yang dikenali melalui indikatorindikatornya yaitu cara pandang atau nilai-nilai yang
dimiliki masyarakat lokal yang dapat berupa tata tertib
bermasyarakat, hukum-hukum dan norma-norma yang
berlaku; kreativitas masyarakat lokal menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapinya. Kedua,
solidaritas masyarakat lokal yang dikenali melalui

indikator-indikatornya pula yaitu tingkat kepercayaan
antar sesama masyarakat; tingkat kebersamaan antara
sesama masyarakat; tingkat perasaan senang sebagai
warga masyarakat.
METODE PENELITIAN
Paradigma penelitian ini adalah positivistik dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dengan wawancara mendalam dan FGD.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan
didukung oleh data primer berupa diskusi kelompok
terfokus (focused group discussion) tentang kesiapan dan kohesivitas masyarakat sebagai pendukung
analisis. Diskusi ini melibatkan tokoh masyarakat
Kabupaten Sambas, unsur pimpinan DPRD, dan unsur
pemerintah kabupaten. Tokoh masyarakat tersebut
mewakili 17 dari 19 kecamatan yang ada, yaitu Tebas,
Semparuk, Sebawi, Pemangkat, Selakau, Selakau
Timur, Galing, Sambas, Sejangkung, Sajad, Subah,
Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Tengaran, dan Paloh. Tokoh masyarakat dari Kecamatan
Sajingan dan Salatiga tidak menghadiri acara diskusi
terfokus karena kendala lokasi. Teknik pengumpulan
data secara lengkap dapat dilihat pada operasionalisasi
konsep yang tertera pada tabel 2.
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Tabel 2. Operasionalisasi Konsep dan Teknik Pengumpulan
Kriteria

Sub-kriteria

Perolehan Data

Indikator

Primer

Sekunder

1.

Syarat
Administratif

Persetujuan

Ada atau Tidak Ada

Wawancara Mendalam
Dengan Tokoh
Masyarakat dan FGD

Data Demografi
Opini Media Massa Lokal.

2.

Syarat Teknis

1. Kemampuan Ekonomi,
2. Potensi Daerah,
3. Sosial Budaya,
4. Sosial Politik,
5. Kependudukan,
6. Luas Daerah,
7. Pertahanan,
8. Keamanan,
9. Faktor Lain Yang
Memungkinkan
Terselenggaranya
Otonomi Daerah: Kohesi
Masyarakat

1. Trends
2. Modus
3. Statistik
4. Monographik
5. Tipe dan Level Kohesi
masyarakat

1. Wawancara Mendalam
Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah
2. FGD mengenai Kohesi
Masyarakat

Data Sekunder,
Monografi Daerah,
Sensus Ekonomi Nasional,
Dan Lain-Lain.

3.

Syarat Fisik

Jumlah Kecamatan

Memenuhi atau Tidak

Wawancara Mendalam
dan FGD

Peraturan Mengenai
Perangkat Organisasi

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2007

Penelitian ini dilakukan pada bulan OktoberNopember 2007 dengan instrumen penelitian
berdasarkan PP Nomor 129 Tahun 2000 (sebelum
keluarnya PP Nomor 78 Tahun 2007 yang merupakan
perbaikan dari PP Nomor 129 Tahun 2000).
Melalui pengolahan oleh peneliti, berdasarkan
persyaratan dalam PP 129 tahun 2000, nilai minimal
kelulusan dapat dilihat pada tabel 3. Ada beberapa
asumsi yang digunakan dalam penelitian ini.
Pertama, perhitungan nilai untuk setiap indikator
menggunakan pedoman yang terdapat dalam PP
Nomor 129 Tahun 2000.
Kedua, untuk subindikator nomor 1 sampai sub
indikator nomor 3, digunakan metode A, dimana
perhitungan dilakukan dengan terlebih dahulu
menentukan nilai rata-rata seluruh untuk seluruh
daerah, kemudian memberikan nilai untuk masingmasing daerah berdasarkan ketentuan bahwa daerah
yang memiliki nilai diatas nilai rata-rata keseluruhan
daerah akan diberikan nilai 5 atau 6, sementara daerah
yang memiliki nilai dibawah rata-rata keseluruhan
daerah akan diberikan nilai 1 atau 2 atau 3 atau 4.
Ketiga, untuk subindikator nomor 4 sampai sub
indikator nomor 34 dan subindikator 36 sampai
dengan subindikator 42, digunakan metode B,
dimana perhitungan dilakukan dengan terlebih dahulu
menentukan nilai rata-rata seluruh untuk seluruh
daerah, kemudian memberikan nilai untuk masingmasing daerah berdasarkan ketentuan. Daerah yang
memiliki nilai diatas nilai rata-rata keseluruhan daerah
akan diberikan nilai 4, 5 atau 6, sementara daerah yang
memiliki nilai dibawah rata-rata keseluruhan daerah
akan diberikan nilai 1; atau 2; atau 3.
Keempat, untuk subindikator nomor 35 digunakan
metode C, dimana perhitungan dilakukan dengan
menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan
scoring. Nilai 6 diberikan untuk daerah yang memiliki

jumlah penduduk > 55.938 jiwa, nilai 5 diberikan
untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk antara
43.427 jiwa sampai 55.938 jiwa, angka 4 diberikan
untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk antara
30.916 jiwa sampai 43.427 jiwa, angka 3 diberikan
untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk antara
18.405 jiwa sampai 30.916 jiwa, angka 2 diberikan
untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk antara
5.834 jiwa sampai 18.405 jiwa. Rata jumlah penduduk
untuk keseluruhan daerah adalah 12.511 jiwa.
Kelima, untuk subindikator 36 tidak dilakukan
penilaian. Pertimbangannya adalah kesulitan untuk
mendefinisikan penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan. Berdasarkan data tahun 2005 penduduk di
tiap kecamatan tinggal di wilayah rural atau pedesaan.
Keenam, nilai minimal kelulusan untuk suatu
daerah adalah 2935. Ketujuh, penghitungan nilai
berdasarkan data resmi pemerintah.
Kedelapan, penelitian ini membagi kecamatankecamatan dalam Kabupaten Sambas menjadi
tiga bagian, yaitu Daerah Sambas Induk yang
meliputi Kecamatan Sambas, Kecamatan Sajingan
Besar, Kecamatan Subah, Kecamatan Sejangkung,
Kecamatan Sebawi, Kecamatan Sajad, Kecamatan
Galing, dan Kecamatan Tebas; Daerah Sambas Pesisir
yang meliputi Kecamatan Pemangkat, Kecamatan
Semparuk, dan Kecamatan Selakau ; dan Daerah
Sambas Darul Makmur yang meliputi Kecamatan
Tekarang, Kecamatan Paloh, Kecamatan Jawai,
Kecamatan Teluk Keramat, dan Kecamatan Jawai
Selatan.
Terkait dengan penggunaan data sekunder resmi
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ternyata
tidak semua wilayah dapat memberikan data terbaru
(tahun 2007) sesuai PP Nomor 129 Tahun 2000. Agar
data yang belum lengkap dapat diolah, maka peneliti
dengan melakukan proses interpolasi menggunakan
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Tabel 3. Penjabaran Kriteria Nilai Kelulusan
No
1

Kriteria atau Syarat
Kemampuan Ekonomi

Indikator

Nilai

PDRB

375

Penerimaan Daerah Sendiri

200

Nilai Total Kemampuan Ekonomi
2

Potensi Daerah

575
Lembaga Keuangan

160

Sarana dan Prasarana Ekonomi

160

Sarana Pendidikan

320

Sarana Kesehatan

160

Sarana Transportasi dan Komunikasi

480

Sarana Pariwisata

240

Ketenagakerjaan

320

Nilai Total Potensi Daerah
3

Sosial Budaya

1840
Tempat atau Kegiatan Institusi Sosial

120

Sarana Olahraga

40

Nilai Total Sosial Budaya
4

Sosial Politik

Nilai Total

160
Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik

40

Organisasi Kemasyarakatan

40

Nilai Total Sosial Politik

80

5

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

60

60

6

Luas Daerah

Luas Daerah

120

120

7

Lain-Lain

Keamanan dan Ketertiban

20

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

40

Rata-rata jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan
(Ibukota Propinsi atau Kab. induk)

20

Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat
pemerintahan (ibukota Propinsi atau Kabupaten induk)

20

Nilai Total Lain-lain

100

Nilai Total Minimal Kelulusan
Sumber: Pengolahan data penelitian dari Peraturan Pemerintah Nomor129 Tahun 2000

data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
Daerah tahun 2005. Tentu saja ini akan menyebabkan
ketidakakuratan dalam menganalisis kelayakan
pemekaran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilihat dari masing-masing kriteria, hasil
penelitian ini memberikan gambaran, menurut
kriteria kemampuan daerah yang mensyaratkan bahwa
suatu daerah memiliki kesempatan untuk diusulkan
menjadi daerah otonom bila mencapai nilai 575,
bahwa hasil analisis seluruh subindikator pada kriteria
kemampuan daerah terhadap tiga calon daerah otonom
memperlihatkan bahwa ketiga calon daerah otonom
memiliki nilai dibawah nilai minimal kelulusan.
Daerah Sambas Induk memiliki nilai 459, Daerah
Sambas Pesisir memiliki nilai 550, dan Daerah Sambas
Darul Makmur memiliki nilai 500. Jika dilihat nilai
per kecamatan, maka terdapat empat kecamatan yang
memiliki nilai diatas nilai minimal kelulusan, yaitu
Kecamatan Teluk Keramat (Daerah Sambas Darul
Makmur), Kecamatan Pemangkat (Daerah Sambas
Pesisir), Kecamatan Sambas, dan Kecamatan Tebas
(Daerah Sambas Induk).

2935

Kriteria potensi daerah mensyaratkan bahwa suatu
daerah memiliki kesempatan untuk diusulkan menjadi
daerah otonom bila mencapai nilai 1840. Hasil analisis
seluruh subindikator pada kriteria potensi daerah
terhadap tiga calon daerah otonom memperlihatkan
bahwa ketiga calon daerah otonom memiliki nilai di
bawah nilai minimal kelulusan. Daerah Sambas Induk
memiliki nilai 1468, Daerah Sambas Pesisir memiliki
nilai 1780, dan Daerah Sambas Darul Makmur memiliki
nilai 1504. Jika dilihat nilai per kecamatan, ada dua
kecamatan yang memiliki nilai di atas nilai minimal
kelulusan yaitu Kecamatan Pemangkat (Sambas Pesisir)
dan Kecamatan Teluk Keramat (Sambas Darul Makmur).
Kriteria sosial budaya mensyaratkan bahwa suatu
daerah memiliki kesempatan untuk diusulkan menjadi
daerah otonom bila mencapai nilai 160. Hasil analisis
seluruh subindikator pada kriteria sosial budaya
terhadap tiga calon daerah otonom memperlihatkan
bahwa ketiga calon daerah otonom memiliki nilai di
bawah nilai minimal kelulusan. Daerah Sambas Induk
memiliki nilai 131, Daerah Sambas Pesisir memiliki
nilai 153,33, dan Daerah Sambas Darul Makmur
memiliki nilai 132. Jika dilihat nilai per kecamatan,
terdapat dua kecamatan yang memiliki nilai diatas
atau sama dengan nilai minimal kelulusan, Kecamatan
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Tabel 4. Penilaian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Sambas
Nilai Kriteria
Bobot Penilaian
(%)

Nilai
Minimal
Kelulusan

Kemampuan
Ekonomi

Potensi
Daerah

Sosial
Budaya

Sosial
Politik

Jumlah
Penduduk

Luas
Wilayah

Lain-Lain

25

20

10

10

15

15

5

575

1840

160

80

60

120

100

2935

Skor Minimal
Sambas Induk
1

Sambas

675

1580

120

100

60

90

65

2690

2

Sajingan Besar

375

1160

120

40

30

180

95

2000

3

Subah

400

1640

160

70

45

150

95

2560

4

Sejangkung

475

1620

120

90

45

90

85

2525

5

Sebawi

400

1440

120

40

30

60

60

2150

6

Sajad

225

1060

140

40

30

60

55

1610

7

Galing

475

1620

150

80

45

90

80

2540

8

Tebas

650

1620

120

80

90

90

105

2755

Total Nilai

2353,8

Sambas Pesisir
1

Pemangkat

650

1860

150

110

90

60

75

2995

2

Semparuk

500

1740

160

90

45

90

70

2695

3

Selakau

500

1740

150

90

60

90

100

2730

Total Nilai 2806,67
Sambas Darul Makmur
1

Tekarang

450

1120

150

40

30

90

70

1950

2

Paloh

475

1440

120

80

45

90

100

2350

3

Jawai

525

1520

120

80

60

90

90

2485

4

Teluk Keramat

575

1840

120

70

90

150

90

2935

5

Jawai Selatan

475

1600

150

80

45

60

80

2490

Total Nilai

2442

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti, 2007

Semparuk (Daerah Sambas Pesisir) dan Kecamatan
Subah (Daerah Sambas Induk).
Kriteria sosial politik mensyaratkan bahwa suatu
daerah memiliki kesempatan untuk diusulkan menjadi
daerah otonom bila mencapai nilai 80. Hasil analisis
seluruh subindikator pada kriteria sosial politik terhadap
tiga calon daerah otonom memperlihatkan bahwa dua
calon daerah otonom memiliki nilai dibawah nilai
minimal kelulusan, yaitu Daerah Sambas Induk dan
Daerah Sambas Darul Makmur. Daerah Sambas Induk
memiliki nilai 68 dan Daerah Sambas Darul Makmur
memiliki nilai 70. Sementara itu, Daerah Sambas Pesisir
memiliki nilai diatas nilai minimal kelulusan, yaitu
sebesar 96.67. Jika dilihat nilai per kecamatan, terdapat
8 kecamatan yang memiliki nilai diatas atau sama
dengan nilai minimal kelulusan, Kecamatan Sambas,
Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Galing, dan
Kecamatan Tebas (Daerah Sambas Induk), Kecamatan
Pemangkat (Daerah Sambas Pesisir), dan Kecamatan
Paloh, Kecamatan Jawai, dan Kecamatan Jawai Selatan
(Daerah Sambas Darul Makmur).
Kriteria jumlah penduduk mensyaratkan bahwa
suatu daerah memiliki kesempatan untuk diusulkan

menjadi daerah otonom bila mencapai nilai 60. Hasil
analisis subindikator jumlah penduduk terhadap tiga
calon daerah otonom memperlihatkan bahwa dua calon
daerah otonom memiliki nilai dibawah nilai minimal
kelulusan, yaitu Daerah Sambas Induk dan Daerah
Sambas Darul Makmur. Daerah Sambas Induk memiliki
nilai 47 dan Daerah Sambas Darul Makmur memiliki
nilai 54. Sementara itu, Daerah Sambas Pesisir memiliki
nilai diatas nilai minimal kelulusan, yaitu sebesar 65.
Jika dilihat nilai per kecamatan, terdapat 6 kecamatan
yang memiliki nilai diatas atau sama dengan nilai
minimal kelulusan, Kecamatan Sambas, Kecamatan
Tebas (Daerah Sambas Induk), Kecamatan Pemangkat
dan Kecamatan Selakau (Daerah Sambas Pesisir), dan
Kecamatan Kecamatan Jawai dan Kecamatan Teluk
Kramat (Daerah Sambas Darul Makmur).
Kriteria luas daerah mensyaratkan bahwa suatu
daerah memiliki kesempatan untuk diusulkan menjadi
daerah otonom bila mencapai nilai 120. Hasil analisis
seluruh subindikator luas daerah terhadap tiga calon
daerah otonom memperlihatkan bahwa tiga calon daerah
otonom memiliki nilai di bawah nilai minimal kelulusan,
yaitu Daerah Sambas Induk, Daerah Sambas Pesisir, dan
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Daerah Sambas Darul Makmur. Daerah Sambas Induk
memiliki nilai 101, Daerah Sambas Pesisir memiliki
nilai 80, dan Daerah Sambas Darul Makmur memiliki
nilai 96. Jika dilihat nilai per kecamatan, terdapat
tiga kecamatan yang memiliki nilai di atas atau sama
dengan nilai minimal kelulusan, Kecamatan Sajingan
Besar, Kecamatan Subah (Daerah Sambas Induk),
dan Kecamatan Teluk Kramat (Daerah Sambas Darul
Makmur).
Kriteria lain-lain mensyaratkan bahwa suatu daerah
memiliki kesempatan untuk diusulkan menjadi daerah
otonom bila mencapai nilai 100. Hasil analisis seluruh
subindikator lain-lain terhadap tiga calon daerah otonom
memperlihatkan bahwa tiga calon daerah otonom
memiliki nilai di bawah nilai minimal kelulusan, yaitu
Daerah Sambas Induk, Daerah Sambas Pesisir, dan
Daerah Sambas Darul Makmur. Daerah Sambas Induk
memiliki nilai 80, Daerah Sambas Pesisir memiliki nilai
81,67, dan Daerah Sambas Darul Makmur memiliki nilai
86. Jika dilihat nilai per kecamatan, terdapat kecamatan
yang memiliki nilai di atas atau sama dengan nilai
minimal kelulusan, yaitu Kecamatan Tebas (Daerah
Sambas Induk) dan Kecamatan Selakau (Daerah Sambas
Pesisir), dan Kecamatan Paloh (Daerah Sambas Darul
Makmur)
Dari hasil tersebut, peneliti melakukan pemetaan
tentang perbandingan jumlah kecamatan yang ada
untuk kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran.
Perbandingannya adalah delapan kecamatan yang
tetap berada di daerah induk (Kabupaten Sambas), tiga
kecamatan masuk wilayah Sambas Pesisir, dan lima
kecamatan masuk wilayah Sambas Darul Makmur.
Berdasarkan kriteria kelulusan suatu daerah otonom,
sebagaimana diatur dalam lampiran PP Nomor 129
Tahun 2000, suatu daerah dikatakan lulus menjadi
daerah otonom apabila daerah induk maupun calon
daerah yang dibentuk mempunyai total skor yang sama
dengan atau lebih besar dari skor minimal kelulusan,
yaitu sama dengan atau lebih besar dari total kelulusan
sebesar 2935.
Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa
Kabupaten Sambas tidak memenuhi persyaratan untuk
dapat dimekarkan. Wilayah calon Kabupaten Sambas
Induk memiliki nilai 2353,8, wilayah calon Kabupaten
Sambas Pesisir memiliki nilai 2806,67, dan wilayah
calon Kabupaten Sambas Darul Makmur memiliki
nilai 2442.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa
penelitian ini juga mengumpulkan data primer mengenai
kohesivitas dan pandangan masyarakat Sambas mengenai pemekaran. Hasil diskusi yang dilakukan tidak
mempengaruhi hasil penilaian kuantitatif berdasarkan
indikator PP Nomor 129 Tahun 2000, tetapi bertujuan
untuk menggali aspirasi masyarakat guna memenuhi
syarat dukungan masyarakat atas pemekaran kabupaten
berdasarkan PP Nomor 129 Tahun 2000.
Tingkat kohesivitas masyarakat dapat dilihat dari
sejarah masyarakat Sambas yang terdiri suku bangsa
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Melayu, ditambah Tionghoa dan Dayak. Sambas sendiri berasal dari kata Sam yang dalam bahasa Tionghoa
berarti tiga, dan Bas yang berarti suku sehingga Sambas
berarti tiga suku (Dayak, Melayu, dan Tionghoa). Ketiga
suku ini sudah bersatu sejak lama, bahkan terdapat
aturan adat bahwa antara Suku Melayu dan Suku Dayak
tidak boleh berkelahi. Meskipun mereka berbeda suku
dan agama, mereka tetap merasa satu, yaitu sebagai
masyarakat Sambas, bahkan masyarakat Sambas yang
berada di perantauan pun tetap merasa sebagai bagian
masyarakatnya. Namun kemudian, saat ini tidak hanya
tiga suku saja yang berdiam di kabupaten ini, hampir
semua suku ada di kabupaten ini, hanya orang Madura
yang tidak ada lagi di Sambas, sejak konflik tahun 1999.
Walaupun sebagian besar penduduk memeluk agama
Islam, masyarakat Sambas merasa tidak ada konflik
dengan agama lain yang ada disana, seperti Kong Hu
Chu, Katolik, Protestan, dan Budha, juga ada. Warga
Sambas bersatu, akur, damai, gotong royong, saling
menghargai untuk melaksanakan pembangunan di
daerahnya. Konflik dengan orang Madura membuat
kondisi persatuan ini tercoreng. Konflik Dayak-Madura
bukan satu-satunya konflik besar yang pernah terjadi.
Pada tahun 1966 atau1967 pernah terjadi konflik dengan
golongan Tionghoa, dimana mereka pernah diusir dari
kecamatan Selakau. Bahasa yang digunakan adalah
Melayu. Jika kohesivitas menggunakan pemikiran Burns
(1987), kohesivitas yang terjadi di masyarakat Sambas
dapat digolongkan ke dalam tipe I, yaitu diartikan
sebagai hubungan berdasarkan saling tukar kebajikan
(mutually benevolent) yang terjadi jika kohesi dan
orientasi nilainya positif. Antara Melayu dan Tionghoa,
misalnya, tidak pernah timbul masalah. Bahkan terlihat
adanya saling membutuhkan. Suku Tionghoa lebih
banyak melakukan aktivitasnya untuk berjualan atau
menjadi pedagang, sedangkan suku Melayu menjadi
petani atau pekerja kantoran, baik negeri maupun
swasta.
Ada beberapa faktor yang menurut masyarakat
terkait dengan keinginan mengapa Sambas harus
memekarkan wilayahnya. Pertama adalah faktor akses
untuk memperoleh layanan publik. Terkait dengan luas
daerah yang demikian besar (+7000 km2), maka ada
beberapa masalah yang dihadapi masyarakat dalam
bidang pelayanan. Pelayanan publik yang ada, dianggap
masyarakat sebenarnya sudah cukup baik. Di bidang
pendidikan, sudah tersedia fasilitas SD, SMP, dan
SMA atau sederajat di setiap kecamatan, hubungan
masyarakat dengan pihak kecamatan sebagai pemberi
layanan, misalnya pengurusan kepemilikan tanah, juga
berjalan dengan baik, sudah tersedia fasilitas puskesmas
di setiap kecamatan termasuk untuk puskesmas rawat
inap, bahkan di setiap desa sudah ada bidan desa.
Namun demikian, masih ada beberapa masalah dalam
proses pelayanan publik ini. Rasio jumlah dokter dengan
jumlah penduduk dalam setiap kecamatan masih sangat
besar. Tentu saja masyarakat yang sakit akan sulit pergi
ke puskesmas jika mereka tinggal jauh dari ibukota
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kecamatan karena kondiri geografis yang cukup luas.
Kesulitan untuk menjangkau juga terjadi dalam hal
pelayanan pendidikan, khususnya untuk melanjutkan
sekolah ke jenjang SMA. Kondisi jalan sebagai prasarana
dan jumlah kendaraan angkutan umum sebagai sarana
penghubung antarwilayah dirasa masih sangat kurang.
Bagi daerah yang berada di sekitar sungai, ketersediaan
jembatan dan kapal pengangkut yang minim jumlahnya
dikeluhkan. Ini tentu saja menghambat mobilitas
masyarakat. Kondisi ini tidak berhenti sampai di sini.
Salah satunya adalah masyarakat harus mengeluarkan
biaya yang mahal untuk mendapatkan layanan publik,
belum lagi jika pelayanan tersebut harus terkait dengan
pemerintah kabupaten. Masyarakat Selakau, misalnya,
yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan
Kabupaten Singkawang, atau masyarakat Galing yang
berbatasan dengan negara jiran Malaysia beranggapan
bahwa urusan-urusan pelayanan publik saat ini lebih jauh
aksesnya ke Sambas (kurang lebih 45 km) dibandingkan
ke Singkawang (30 km). Untuk menempuh perjalanan
dari Galing ke kantor Kabupaten dibutuhkan waktu 1,5
jam karena akses jalanan yang rusak dan transportasi
yang tidak terlalu mudah diperoleh.
Kedua, faktor ketidakadilan dalam pembangunan.
Masyarakat menganggap bahwa kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) dinilai belum memiliki prioritas
dan kejelasan untuk membangun wilayah. Orientasi
pembangunan dianggap hanya pada satu wilayah tertentu
saja dan cenderung terkait dengan kepentingan politik
semata. Dari Rp 560 milyar, lebih dari separuhnya
habis untuk belanja pegawai (misalnya untuk menggaji
pegawai) dan belanja rutin. Fokus pembangunan hanya
ada di kota besar. Wilayah lain di utara maupun selatan
merasa dianaktirikan yang pada akhirnya menimbulkan
kecemburuan akan wilayah lain.
Ketiga, faktor success story daerah tetangga yang
sudah dimekarkan. Singkawang, misalnya, dianggap
masyarakat menjadi daerah yang jauh lebih maju
dibandingkan Sambas sebagai kabupaten induknya. Bagi
daerah yang berbatasan langsung dengan Singkawang,
melihat pertumbuhan yang luar biasa terjadi di kota ini.
Bukan itu saja, masyarakat pun melihat bahwa dengan
wilayah geografis yang lebih kecil, maka pengelolaan
pembangunan akan lebih dapat diatur dengan baik.
Potensi daerah yang dimiliki menjadi faktor keempat
pendorong upaya melakukan pemekaran. Masyarakat
memiliki keyakinan yang besar akan adanya potensi
daerah seperti perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Di bidang perkebunan, jeruk merupakan produksi
unggulan, sedangkan di bidang perikanan, memang
sudah dibuktikan dengan adanya pusat perikanan dan
pelabuhan yang cukup besar. Untuk potensi yang ketiga,
hingga penelitian berakhir, tidak ada data pasti tentang
berapa potensi daerah dari bidang pertambangan. Dari
informasi yang ada, pertambangan yang ada adalah
bersifat ilegal dan hanya lingkup kecil.
Faktor kelima adalah alasan historis. Pemangkat

dulunya merupakan daerah kewedanaan yang melingkupi
Jawai dan Tebas. Kewedanaan ini merupakan yang
paling maju di seluruh Kalimantan Barat. Dari seluruh
kewedanaan yang ada di Sambas (Singkawang,
Bengkayang, dan Sambas) hanya Pemangkat yang belum
dijadikan kabupaten. Pada umumnya kewedanaan lain
di Sambas sudah dijadikan kabupaten.
Terakhir adalah alasan politik yaitu adanya peluang
UU untuk melakukan pemekaran dan untuk memperoleh
Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan bagi
setiap kabupaten. Hanya saja, faktor yang terakhir ini
seharusnya tidak dijadikan faktor pendorong pemekaran
karena akan menyebabkan ketidakmandirian dari daerah
untuk pembangunan karena hanya berorientasi pada
DAU.
KESIMPULAN
Dengan berdasarkan pada PP Nomor 129 Tahun
2000, wilayah Kabupaten Sambas belum bisa dimekarkan menjadi tiga kabupaten atau kota karena belum
memenuhi nilai batas minimal untuk dinyatakan lulus.
Penyebab utamanya adalah pada potensi daerah yang
masih kurang. Akan tetapi, di kalangan masyarakat,
aspirasi pemekaran begitu kental karena adanya
beberapa penyebab antara lain; faktor akses untuk
memperoleh layanan publik yang masih kurang baik,
faktor ketidakadilan dalam pembangunan, faktor
success story daerah tetangga yang sudah dimekarkan,
potensi daerah yang dimiliki, faktor historis, dan faktor
politik.
Jika pemekaran hanyalah alternatif pilihan, maka
banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
peme-rintah untuk memperbaiki kondisi yang ada.
Pemerintah seharusnya segera mengembangkan
strategi pembangunan di daerah Sambas dengan
mengedepankan nilai Pemerataan (equity). Namun,
jika pemekaran dianggap suatu keharusan, maka hal
utama yang harus diperhatikan adalah stakeholder
Pemerintah daerah Sambas perlu melakukan berbagai
hal yang terkait dengan percepatan pembangunan
Sambas. Kerjasama antar berbagai pihak agar daya
upaya Pemerintah Daerah Sambas menjadi semakin
efektif perlu dikembangkan.
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